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Merumbang : a banwa nerdasarkan ketcntuan Pasal 3 ayat (3) Undaug­ 

Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 
I 

Anggaran Pendapatan dan Belanja OaerEf, Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Bclanja Dacrah aetiap tahun ditetapkan dengan Peraruran 

Daerah; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang­ 

Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan 
Daerah, Kepala Daerab menyampaikan Rancaqgan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pclaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada De,Jan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) dengau dilampzri laMran kcuangan 

yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 
larnbat 6 (enarn) bulan setelah tahun anggaran ~erakhir; 

BUPATl GROBOGAN, 

DENGAN FAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PERTANCl(HJNG,JAW ABAN PEI.AKSANAAN 

ANCGAR!\N PENUAPATAN DAl\f BELAN,JA DAERAHI 

KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGGARAN 2019 

TENTANG 

NOMOR 5 TAHUN aozo 
I'EMTURi\.N DAERA.H KABUPATE:',1 GROBOGAN 

BUPATl GROBOGAN 
PROVlNSI JAWA TENGAH 



Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

7. 

6. 

Tarobahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 
Unda.ng-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenjg Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintahan Daerah 

(Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tah{ 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438j; 

I 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia 
1'.ahnn 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Uridarrg-Urrdang Noo1or 23 Tahun 2014 tentanf l'emerintahan 

Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

4. 

3. 

2. 

Mengingat : 1. Pasa1 18 ayat (6) U:ndang-Undang Dasar' Nr R-cpublik 

Indonesia Tahu:n 1945; 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1~50 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dala!m Lingkunga.n 

Propinsi Jawa Tengah; I 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik hxlunes+ Tahun 2003 

Nomor 47, Tarobahan Lembaran Negara Reptiblik Indonesia 
Nomor4286); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2pc4 tentang 
Perbendaharaan Negara (Leroba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan r.Jnbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355}; 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

c. bahwa becdasarkan pertimbangan sebagaimana dima.bud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksa1aan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 
Aoggaran 2019; 



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T-clhwi 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Le*1haran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 5679): 

9. Peraturan Pemerintuh Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kcpala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Reprbliklndonesia 
Nomor 4028); 

10. Peratura:n Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangim Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahwi 2005 Nomor] 48-, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentadg Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lemba.ran ,r.garn 'Repuhlik 

Indonesia Tahun 2012 Noxnor 171, Tembebao Lembarnrr 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

11. P.eraturan Pcmerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Ioformasi Kcu.angan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instan.si Pemerintah 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor 25, 
Tambahan I.emharan Negara Republik Indonesia Nomor 

~~i I 
14. Peraturan Pemerintab Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 



Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran xr19- [Lernbaran 

Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 12) 

Sebagaimana telah diubah dengan :P-eraturcm Daerah 
Kabupa.ten Grobogan Nomor 4 Tahun 

12019 
tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabulften Grobogan 
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Blendapatan dan 

·Belanja Daerab Kabupaten Grobogan. Tahun Anggaran 2019 
(Lembaro.n Daerah K.a.bupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 

4); 

19. 

18. 

Pengclolaan Keuangan Daerob (Lembaran Negara Republik 
I 

lndonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran. 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan NomoI! 8 Tahun 2013 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kelgan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan 'l'ahun 2013 Nemer 

8}; I 
Peratufan Daerah Kabupatcn Grobogan Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (LeJnbarcU1 Daerah 
Kabupaten Grobogan Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Grobogan Nomor 2); 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 

I 
'2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

16. 

15. 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Ta:mbaban Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); I 
Peraturao Pemerintah Nomor 30 Tahun ko11 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor fi9, Tambahan Lembaran N~' ara Republik 

Indoneeia Nomor 5219); 
Peraturan Pemerinmh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 
1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 



Rp. 

30.21l833.1YO,OU 

165.056.361.798,00 
c. Pembieyaan 

- Penerimaan 

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 sebagaimana 
dimaksud dalam Pssal l 9J13.t (1) huruf a adalah se~ berikut : 
a. Pcndapatan Rp. 2.581.437j.543.584,00 

b, Belanja Rp. 2.551.226.710.394,00 

Surplus Rp 

Pasal 2 

d. Japoran operasional; 
e. laporan arus kas; 
f. laperan perubahan ekuitas; dan 
g. cat.a.tan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan Iaporan kinerja dan ikhtisar Iaporari keuangan 

Bad.an Usaba Milik Daerah, 

c. neraca; 

Pasal 1 

(1) Penanggungjawaban pelaksanaan Anggaran P.endapatan dan 
·Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat : 

a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANOO . GJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN ob BELANJA 

DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGAR.\N 2019. 

MEMUTUSKAN: 

DEWAN PERWA.KILAN· RAKYAT DAERAH KABUPATEN BROBOGAN 

dan 
BUPATI GROBOGAN, 

Dengan Persewjuan Bersama 



e·. Selisih angggaran dengan realisasi pengeluarL pembiayaan 
sejumlah Rp. 973.477.766.00 dengan rincian sebagai berikut: 

736.782.050,00 Rp. Selisih Jrurang 

d. Selisih angggaran dengan realisasi pene~ pembiayaan 
seiumlah Rp. 736.782.050,00 dengan rincian sebagai berikut : 
1. Anggamn penerimaan pembiayaan setelah perubahan 

Rp. 165. 793.143.848,00 

2. Realisasi Rp. 165.056.361.798,00 

b, Selisih angggaran dengan realisasi -belanja sejurn)ah 
Rp.153.630.367.380,00 dengan rincian sebagai berilrut : 
I. Anggaran belanja setelah perubahan I 

Rp. '.2.704.857.b77.774,00 

2. Realisasi Rp. 2.551.226.~10.394,00 

Selisih kurang Rp. 153.630h67.380,00 

c. Selisih angggaran dengan realisasi surplus/jfisit .sejumlah 
(Rp.134.523.977.038,00) dengan rincian sebagai berik.ut: 
l. Surphrs I defisit se-telah perubahan I 

(Rp. 104.313.143.848,00) 
2. Realisasi Ro 30.210.833.190,00 

Selisih kurang (Rp. 134.523.977.038,00) 

Rp ~sihkurang 

2. Realisasi 

a. Selisib anggaran dengan realisasi penda~tan sejumlah 

Rp.19.106.390.342,-00 dengan rincian sebagai bert: 
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan 

Rp. 2:600.543.p33.926;00 
Rp. 2.581.437.543.584,00 

I 
19.106-r90.342,00 

Uraian laporan realisasi anggaran sebo.goiroana dimakaud da1am 

Pasal. 2 sebagai berilrut : 

PaMJ 3 

104.54-9J839.564,00 Rp. 
60.506J522.234,00 Rp • Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 



b. Jumlah kewajiban 
c. Jumlah ek:uitas 
d. Jumlah kcwajiban dan ekuitas 

Rp. 3.642.816.444.594,56 

Rp. 97.264(860.015,00 
Rp. 3.545.551.584.579,56 
Rp. 3.642.816.444.594,56 

a. Jnmlah asset 

Pasal 5 l 
Neraca sebagimana dimaksud pada PasaJ 1 ayat (1) uruf c per 31 
Desember 2-019 sebagai berikut: 

5. Saldo Anggaran Lebih Ak.hir 

Pasal4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebib sebag~ ~aksud 
da)am Pasal 1 ayat (1) hurufb per 31 Desember 2019, yakni 

Selisih Anggaran Lebih Awai dengan Penggunaan Saldo 
Anggaran Lebih sebagai. Penerimaao Pembiayaan Tahun 

Berjalan sejumlah Rp.0,00, dcngan rinciao scbagai bcrikut ; 

l. SaldoAnggaran Lebih AWal Rp. 164.0~6.481.848,00 

2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan 
Pembiayaan Tahun Berjalan (Rp. 164.086.481.848,00) 

Selisib Rp. 0,00 
3. SiAA T..ebih Pembiayaan Anggaran Rp. 134.760.672.754,00 
4. Korcksi Kesolabnn To.bun Sebelumnya 

Rp. 0,00 

Rp. 134.7F0.672.754,oo 

f. Selmh anggaran dcngan realieaei pembiayaan netto seju.mlah 

l<p.236.695. 716,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggamn pembiayaan netto I 
setelah perubaban Rp. 104.3~3.143.848,00 

2. Realisasi Rp. 104.549.839.564,00 
Selisih Iebih Rp 2~6.6Q5.716,00 

973,477.766,00 Rp. Selisih kurang 

Rp. 
Rp. 

setelah perubaban 
2. ·Realisasi 

61.48oJooo.ooo,oo 
60.s06J522.2s4,oo 

1. Anggaran pengelnaran pemb!ayaan 



Rp.3.346.512.823.579,85 
Rp. 229.599.474.059,98 

Rp. o,oJ 
(Rp. 30.560.713.060,27) 
Rp.3.545.b 1.584.579 ,56 

a. Ekuita~ Awal 
b. Surplus/Defisit Laporan Operasional 

c. Koreksi Ekuit.as Awai 

d. Koreksi Ekuitas Lainoya 
e. Ekuitas Akhir 

Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf f un.tuk tahun yang berakhi.r sampai dengan 31 
Desember 2019 sebagai berikut : 

Pasal 7 

Laporan arus kas seoagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (I} 

huruf e untuk tabun yang i>erakhir sampai dengan 31 Desember 

2019 sebagai berikut: 
a. Saldo Kas A..val per .Jarruari 2019 Rp. 164.796.678.65-7 ,00 
b. Arus kas bereih dari aktivitas operaei Rp. 476.787.686.858,00 

c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi 
non keuangan (Rp. 456.7,146.853.668,00} 

d. Arus kas bersih dari -aktivitas 
Pendana.an (Rp 49.366.642.284,00) 

e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris (Rp. 111. 765.951,00) 
f. Saldo Ko.eAkhirper31 Desember'.2019 Rp. 135.459.103.61?.,00 

!Ro. 31.650.059.887.081 
Rp. 229.J99.474.059,98 

Operasional 

g. Surplus/ Defleit Laporan Operasional 

b. Behan Opcrasional Rp.2.047.361.135.796,44 
c. Surplus/Defisit dari Operasiorutl Rp. 261.,49.533.947 ,06 
d. Surplus Non OperasionalRp. 198.887.641,30 
e, Defisit Non Operasi.onal {Rp.31.848.947 .528,38) 
f. Defisit dari Kegiatan Non 

Rp.2.308.610.669.743.50 a. Pendapatan Operaaional 

Pasal6 

Laporan Operasional sebagaimaoa dimaicsud daJam PasaJ l ayat (1) 
huruf d untuk: tabun yang berakhir sampai dengan 3.1 Desember 

2019 sebagai beri.kut: 



tidak 
ll. Lam.piran VIII 

1. La:mpiran IX 

g. Lampiean VII : Catatan atas laporan keoangan; 

: Dafuu- rekapltulaei piutang daerah; 

: Daftar rekapitulasi penyisiban prutang 
tertagib; 

J. Lampiran X : I>afta:r rekapitulasi dana bergulir dan 
penyisihan dana bergulir; 

e. Lampiran V : Laporan arus kss; 
f. Lampiran Vl : La.poran perubahan ekuitas; 

Lampiran I.4 

Lampiran I.3 

Lampiran l.2 

menurut urusan pemerintaban daerah dan 

organisasi; I 
: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut 

uni.san pemerirrtahan daerah, organisasi, 

pendapatan, belanja do.n pembia~. 

: RekapituJasi realisasi anggaran I belanja -daerah 

menurut urusan pemerintaban daerab, 
organisasi, program dan kegia~; 

: Rekspitulasi realisasi anggaran I belanja daerah 
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 
pemerintahan daerah <Ian fungsi dalam 

keraogka ·pengelolaan keuangan Negara; 

b. Lampiran ll : Laporan perubahan saldo anggaran lebib; 
c. Lampiran ill : Neraca; 
d. Lampiran N : Laporan operasional; 

anggaran 

Pasal 1-0 

Pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pe1dapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercanhrm 
dalaro Lam.piran yang merupakan bagian tidak te'.r])isahkan dari 
Peraturan Daerah ini, tcrdiri dari : 

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran; 
Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi 

Pasai 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana ~ud Pasa1 1 
ayat .(1) huru.f g Tahun Anggaran 2019 memuat rruormasi baik 
secant kuantitatif maupun k:ualitatif atas pos-pos laooran 
keuangan. 



Pasal 12 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran P~ndapatan den 
Belania Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggarlm 2019 sebaga.i 
rirician lebih lanjut dari Peratrrran Daerah ini. 

Basal 11 

Lampiran Iaporan keuangan sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 1 

ayat (2} terdiri dan : 
a. laporan kinerja tercantum dalaro Lampiran Petaturan Daerah 

ini; dan I 
b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah tercantum 

deiam Lampiran XX Peraturan Daerah ini. 

o, Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya; 
p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah; 
q, LampiranXVIl : Daftar kewajiban jangka. pendek;' 
t • La.mpiran XVIll: Da.ftar kewajibanjangka panjanJ dan 

s. Lampira.n XIX : Daftar ke-giatan-kegiatnn '.Yang belum 

diselesaikan sampai akhi.r tahun clan 

ilianggarkan kembali dalam tahun anggaran 
berikutnya 

pengerjaan; 

dalam 
m. Lampirari XIll : Daftar rekapitulasi aset tetap; 
n. LHrnpi.ranXIV ; Daftar rekapitulasi 

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 
l, 1ampiran Xl1 : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan 

pengurangan asset tetap daerah; 
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MOCHAMAD \, CtffiUDtN. SB 
NlP. 1%7031 199403 1 0 l I 

Sallo•o flllluai dengan aslll\yt, 
KEPALA BAGIAN HUKU)t 

SETDA KASUPATEN GROBOG"-Jl .. 

NOMOR RF.C11S\TF:R PRRATIJRAN DARRAH I KABUPATEN 

OROBOOAN, PROVINS! JAWA TENCAll : ( 5·145/202b ) 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 

NOMOR: 5 

CapTID 

MOHAMAD SUMARSONO 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GROBOGAN, 

Diundangkan di Purwodadi 

pada tanggal 4 Agustus 2020 

CapTID 

SRl SIJMARNl 

BUPATI GROBOGAN, 

Ditetapkan di ~odadi 
pada tanggal 4 Agustus 2020 

Peraturan Daerah rm dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Grobogan. 

Aga, seuap orang mcogctahuinya, mcmcriutahkau pengu.ndangan 
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